PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudka tepat fungsi,

tepat proses dan tepat d struktur
tugas, fungsi pe ca
b. bahwa ddla wi . emperbai enyesuaikan struktur dan
DPOSE I Orga an lingkungan strategisnya,
perl el e an dan penyesuaian terhadap tugas
I [ 5
o-l 2 | be an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

nan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Jember;

. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah ProyinSidan Daerah
Kabupaten/Kota Yang  Melaksanaka Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha

8. Peraturan Menteri Dalam Nege
Pembentukan Produk
dengan Peratura

. Peratur

10.

11. Pe
]1 man Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.




3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah.
Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkup Sekretariat
Daerah.
| 8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkup
{ Sekretariat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
i disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember.
|

~ O

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI
Bagian Kesatu

(1) Sekretariat Daerah me:

Pasal 3

Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi;

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga
teknis dan lembaga lainnya;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah;

d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;

. pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

]

Pasal 4

(1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada
Bupati.




(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3
(tiga) staf ahli terdiri dari:
a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
b. staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan;

dan

c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

(5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi persyaratan.

Pasal 5

(1) Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politikk mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
dibidang pemerintahan, hokum dan politik diluar tugas-dan fungsi
perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan-Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak ada ayat (1),
staf ahli bidang pemerintahan, i mempunyai
fungsi:

a. memberikan masukar kebijakan

alah-dan pengembangan kebijakan;

“pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah
dan pihak lain terkait bidang pemerintahan, hukum dan politik
apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran
pertimbangan kepada Bupati;

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
pemerintahan, hukum dan politik; dan

€. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang
pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1) Staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang
diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan
mempunyai fungsi:




a. pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan
pengembangan  kebijakan dengan  menyiapkan  bahan
perumusan kebijakan dibidang pembangunan, perekonomian,
keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan;

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian,
perkebunan dan peternakan;

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang pembangunan,
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan
peternakan apabila diperlukan dalam rangka penyampaia
saran pertimbangan kepada Bupati;

d.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau no

akademis
di

bidang pembangunan, perekonomia

perkebunan dan peternakan; da

€. penyusunan laporan

pembangunan,

kemasyarakatan dan sumber daya manusia
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang
diberikan Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan
pengembangan  kebijakan dengan menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dibidang kemasyarakatan, pendidikan,
agama dan sumber daya manusia;

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptkan
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya
manusia;

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan pihak lain terkait bidang kemasyarakatan,
pendidikan, agama dan sumber daya manusia apabila



diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan
kepada Bupati;

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya
manusia; dan

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang kemasyarakatan,
pendidikan, agama dan sumber daya manusia kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintaha,
b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
c) Sub Bagian AdministrasiKewil
2. Bagian Hukum terdini daz
a) Sub Bagiz atura

an Kefjasama ;

b) A0 a'-.;_.ﬂ ntua nm;
chriub gian ku asi dan-fnformasi .

Bagian Kesej aan Rakyat
gian a-Mental Spiritual ;
.;. n Kesejahteraan Sosial ; dan
agan Kesejahteraan Masyarakat
Asistén Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari:
a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil ;
b) Sub Bagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam; dan
c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah .
2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan
Jasa terdiri darti:
a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program
b) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa ; dan
c)Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah dan LPSE.
d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri dari:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b)Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana ; dan
c)Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi .
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

J
N G



a) Sub Bagian Protokol ;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan ; dan
¢) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
3.Bagian Umum terdiri dari:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
c) Sub Bagian Rumah Tangga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu—Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasi daerah dan
lembaga daerah, memimpin, qka koordinasi dan
pengawasan, evaluasi dan peny€le Sekretaria
Daerah serta tugas lain yang éib

€ ad pada ayat (1)

anaan~ operasional program dan
d -.- g pemerintahan, pembangunan,
atalaksanaan, keorganisasian serta
engan memadukan Program Kerja Pemerintah dan
aikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu,
alitas dan sasaran,;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;

c. pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada semua bidang
dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga
diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;

d. pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui
rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara
periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan
dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;

e. penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf
kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta kebijakan;

f. pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah,
para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para Kepala
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah;

g. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan,

pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran
serta tertib administrasi pelaksanaannya; dan



h. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan
oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah
dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data
laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh
kebenaran dan perkembangannya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan Kesejahtaeraan Rakyat
Pasal 10

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaeraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
kesra,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum ¢ erja sama

i ada ayat (1),

dan hukum ;
pengoordinasia na j aere i bidang

efintahan, hukum;

yan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kesra; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum dan kesra yang berkaitan
dengan tugasnya.

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah,pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi
kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a.

f.penyusunan laporan pertanggungjay

. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan

a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi
kewilayahan, otonomi daerah;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama
,administrasi kewilayahan serta otonomi daerah ;

. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama,
administrasi kewilayahan, otonomi daerah;

. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan da
Kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah ;
oleh Asi

tugasnya ;

tugas.

K

jjakan, pengkoordinasian
mbinaan, monitoring, evaluasi

penyiapan bahan pelaksanaan dan perumusan kebijakan
daerah bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama ;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

. pelakanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan

. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang

kerja sama dalam negeri dan luar negeri ;
pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri
dan luar negeri;

. pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah

dalam negeri dan luar negeri;

. pelaksanaa fasilitasi forum dan Asosiasi Pemerintah Daerah ;

pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri
dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah kabupaten/kota; dan




10

j. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang
pemantauan dan evaluasi kerjasama luar negeri dan dalam
negeri ;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri dan
dalam negeri ;

1. melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama
daerah dalam negeri dan luar negeri.

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan, penyusunan, koordinasi monitoring evaluasi
dan pelaporan terkait penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaima imaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Otonomi Daerah mer i

epala Daerah;
“pelaksanaan fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
f. penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala
Daerah;
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum,
h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi
pergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif; dan
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
otonomi daerah.
j. pengumpulan bahan dan data terkait otonomi daerah;
k. pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan
kepada daerah;
1. pengumpulan bahan pengendalian dan evaluasi
otonomi daerah;
m. penyiapan bahan pelaksanaan monotoring dan evaluasi
pelaksanaan dan kegiatan di bidang otonomi daerah; dan
q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.




(1)

(2)

(1)

11

Pasal 14

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang administrasi
kewilayahan, mengembangkan kapasitas bidang administrasi
kewilayanan, penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang
admiistrasi kewilayanan serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaa fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan/atau kelurahan ;

b. pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamate

kecamatan ;
. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetas

elayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PATEN;

f penyusunan dan pengelolaan data Perangkat Daerah;

g. pengkordinasian pelaksaan tugas dan kegiatan perangkat
daerah kecamatan dan kelurahan;

h. pembinaan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban
aparatur di kecamatan dan kelurahan; dan

i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan
informasi.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan,bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang  perundang-undangan, bantuan  hukum  serta
dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya

f. penyiapan dan penyajian bahan rar 4- oduk hukum
daerah berupa regulasi maupun le

g. pengkajian
penyelenggaraan

Pemerintah Desz

ukum dan pelayanan
Pemerintah Daerah terkait
tugas penyelenggaraan

epada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan
masyarakat;

j. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur
pemerintah daerah;

k. pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah
hukum baik secara litigasi dan non litigasi;

. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan
dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;

m. penyusunan program legislasi daerah;

pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah; dan

0. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

B

Pasal 16

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan penyusunan, kajian, harmonisasi,
analisa, administrasi produk hukum daerah dan peraturan
perundangan-undangan serta yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungs:
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a. penyiapan bahan penyusunan dan pembentukan produk hukum
daerah ;

b. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum
daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

c. penyiapan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses
penetapan Peraturan Daerah

d. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah dan
pembinaan penyusunan produk hukum Daerah ;

e. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi
produk hukum daerah

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk
hukum daerah

g. pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemerintahan
desa;

h. pendampingan dan analisa pembuata eraturan dan
keputusan desa;

i. penyajian bahan rancangan rah berupa
regulasi maupun legislasi ds
j. penyiapan bahan 1 rANICaNgan

peraturan da € ari_perangkat daerah

permasalahan  yang
afuran perundang-undangan dan

efaahan terhadap pelaksanaan produk hukum
telahi ditetapkan; dan

yusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 17

(1)Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan
bahan dalam penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan
hukum, pembinaan hukum serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi  permasalahan  hukum  dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

b. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan
pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur
pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam
penanganan perkara hukum,;

d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);




ﬁ
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melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara sengketa hukum.

. pemberian fasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan hukum

Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang menyangkut tugas
penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pemerintah desa;

.pemberian pelayanan pendampingan bantuan hukum dan

perlindungan hukum kepada unsur pemerintah daerah dalam
hubungan kedinasan pemerintah daerah;

pemberian pelayanan pendampingan kepada masyarakat miskin
yang terkena masalah hukum, baik secara litigasi dan non
litigasi;

penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada perangkat daerah,
perangkat desa dan masyarakat;

. penyelenggaraan koordinasi bidang hukum dengan unsu

perguruan tinggi maupun ahli hukum;
pelaksanaan kerjasama dengan advokat dalam ampingan
maupun proses hukum,;

pelaksanaan konsultasi hukum d alan proses

hukum;

penyiapan bahan koordi : eSED \n jasama dengan

lembaga bantuan :

pengumpul - j ngkoordinasian

pelan nh sijmal ;
anaan.koordina n konsultasi dengan Aparat Penegak
m| dan Profesi um-dalam rangka penyelesaian perkara,
idala iluar pengadilan; dan

e sﬁla oran pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Pasal 18

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan
publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi:

a.

b.

B

pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
penghimpuan serta pengolahan data dan informasi sebagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum,;
pelaksanaan pelayanan administrasi informasi produk hukum,;
pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk
hukum daerah maupun peraturan perundangundangan
lainnya; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi
dan informasi produk hukum daerah ;




15

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dan kegiatan dokumentasi informasi ;

pelaksanaan  penyimpanan dan = pemeliharaan  serta
penggandaan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan
peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi informasi dan
dokumentasi hukum;

pendokumentasian dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan dan prosuk hukum daerah secara konvensional
dan/atau elektronik;

penerbitan Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi
Hukum;

penyiapan dan pelayanan pemberian dokumentasi huku
maupun produk hukum daerah;

pelaksanaan inventarisasi produk-produk m yang
berlaku;
penyusunan laporan pertanggungjawaban /atas| pelaksanaan

tugas.

pengoordinasian perumusan
pelaksanaan  tugas

en kesejahteraan masyarakat serta tugas lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat ;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.




Pasal 20

(1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas menyusun
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mental
Spiritual serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi:

a. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan
dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama
pendidikan keagamaan;

c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi
rangka pengembangan sarana peribadata

agama dan pendidikan keagamaan,

igpan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan

embaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

h. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar
embaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

i. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program
pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga
keagamaan;

j. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-
rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta
kerja sama antar lembaga keagamaan;

k. pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama
antar lembaga keagamaan;

l. pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan
musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan,;

m. penyiapan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup
antar umat beragama dan aliran kepercayaan,;

n. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan
konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan,
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o. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan aliran kepercayaan,;

p. penyiapan bahan, dan melakukanpemantauan dan evaluasi
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.

g. pengumpulan, pelaksanaan dan pengumpulan data rencana
pelaksanaan kegiatan keagamaan;

r. pelaksanaan dan pengkoordinasian rencana fasilitasi kegiatan
Peringatan Hari-Hari Besar Islam dan Kegiatan Keagamaan
Masyarakat di daerah;

s. pelaksanaan dan pengkoordinasian rencana fasilitasi kegiatan
shalawat

t. pelaksanaan dan pengkoordinasian rencana fasilitasi kegiatan
Musobaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Musobaqoh Qiro’atil

Kutub (MQK);
u. pengevaluasian dan pemantauan pelaksanaan program -s€rta
pelaporan pelaksanaan program bidang cagamaan,

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa’d kerukunan
hidup beragama; dan
v. pengumpulan pengolahan data, g penyusunan

pedoman, petunjuk teknis embinaan istrasi_serta

pelaksanaan prog dibidan meaan dan

Sholawat ;

A A an |data,| penyiapann bahan penyusunan
: | sin 1 "

binaan administrasi serta
cgiatan di bidang Baca Tulis Al
an Masjid;

koordinasi dengan Instansi terkait dan

; rian Agama dalam rangka pemberangkatan Haji dan
mtoh yang ada di Kabupaten Jember;

y. pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan
instansi terkait dalam rangka penyediaan kebutuhan
penyelenggaraan Baca Tulis Al Qur'an dan Kemakmuran Masjid,
pengkoordinasian pemberian jaminan sosial kepada guru Baca
Tulis Al Qur’an dan pengurus takmir masjid serta penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Baca
Tulis Al Qur’an dan Kemakmuran Masjid;

z. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 21

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mempunyai
tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi terkait Kesejahteraan
Sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
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pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana,;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi,kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga
berencana,;

d. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial
kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga;

k. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada BadanjLembaga,
Ormas, kelompok masyarakat dan individu atatv arga.

1. penyusunan laporan pertanggung jawaban /atas pelaksanaan
tugas. A

Kesejahte S ka erapliayal tugas menyusun
C ) g k pengkoordinasian, monitoring dan
i b o “Kesejahteraan—Masyarakat serta melaksanakan
- chr’Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
1 agas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

«faan Masyarakat mempunyai fungsi:

igpkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

bb. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah di bidang kepemudaan
dan olahraga, dan bidang pariwisata;

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 23

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah,penyusunan kebijakan daerah danpemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
sumber daya alam.
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(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(1

C.

(2)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya
alam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam ;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daer
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yan

dan sumber daya alam; dan
f. pelaksaaan fungsi lain yang
perekonomian, adminis !
dan jasa dan

tugasnya;,
H
Paragraf 1

an Perekonomian dan SDA
Pasal 24

gian Perekonomian mempunyai tugas

a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi

perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil

melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan

perikanan, sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian
dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil ;




(2)
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b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

e. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijaka

sumberdaya alam pertanian, kehutanan,

perikanan, sumberdaya alam pertambang

hidup, dan sumber daya alam energid
f. penyusunan kebijakan, pofdi
pengevaluasian, pembinaa
lokal,;
pelaksanaa

lingkungan

auan dan
prod

peningkatan

jawaban atas pelaksanaan

fan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

mpunyai tugas :

a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman,
petunjuk teknis Pemasaran Produk Lokal, membina dan
mengembangkan produk lokal

b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman,
petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil

c. serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil ;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil;

d. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum Kkegiatan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil,;




C.
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pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan,
pengevaluasian,pembinaan serta promosi produk lokal ;
penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan
pengevaluasian serta pembinaan dalam rangka pengembangan
produk lokal;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pemasaran produk lokal;

pelaksanaan pengembangan produk lokal secara terpadu baik
di dalam negeri maupun di luar negeri;

pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraa

pemasaran produk lokal terpadu antar/derigan
kabupaten/kota dan stakeholder lainya,

penyiapan bahan penyelenggaraan d kerjasama
penyelenggaraan event serta berpartiSipa pameran

geri; dan

sun bahan data kebijakan di bidang sumberdaya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya
alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya
alam energi dan air

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam mempunyai fungsi:

a.

b.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian
dan distribusi perekonomian;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi
perekonomian;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum Kkegiatan pengendalian dan distribusi
perekonomian;

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumberdaya
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,



(1)

(2)

j.  memfasilitasi da
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sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan
sumber daya alam energi dan air;

f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumberdaya

alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber
daya alam energi dan air ;

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam
pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam
energi dan air;

h. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum Kkegiatan sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam
pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya-alam
energi dan air;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
bidang sumberdaya alam pertanian,
perikanan, sumberdaya alam pert

hidup, dan sumber daya ale l

elaporan di
elautan dan
lingkungan

g alam alam
anen, sumberdaya
dup, dan sumber daya

pertanian, keh
alam ,}(m a

Cld

koordinasi, pemantauan dan
an/stabilitas Perekonomian;

engkoordinasian dengan perangkat daerah maupun lembaga
instansi vertikal untuk pelaporan pengendalian inflasi

daerah;

m. penyusunan  Kkebijakan, koordinasi, pemantauan dan
pengevaluasian serta pembinaan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan ekonomi masyarakat; dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 27

Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang
pengelolaan BUMD dan BLUD serta melaksakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerabh;
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b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja
Badan Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum
Daerah;

d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah.

e. penyusunan kebijakan, koordinasi Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

f. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan
pengembangan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah ;

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
Pasal 28

(1)Bagian Administrasi Pembangunan dar arang Jasa
mempunyai tugas
a. melaksanakan penyiapar

daerah, pengoordir

kebijakan
gas| Perangkat Daerah,
"aerah di bidang
program dan evaluasi
musan  kebijakan  daerah,
kebijakan daerah, pengoordinasian
oas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan
idi bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pehgelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa.
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan ;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

d. penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa
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e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan

g. penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;

h. pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang
dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya;

i. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman
petunjuk teknis pengelolaan APBD;

j. pengumpulan bahan  penyusunan rencana kebutuha
perbekalan;

k. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
administrasi perbekalan; dan

I. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan

aksanaan
erekonomian

penyusunan laporan p

P !z dan Pengendalian Program
an bahan, mempersiapkan pedoman
is,~ monitoring, evaluasi dan pengedalian
am pembangunan yang dibiayai dari APBD
APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga, bantuan
gunan dan dana pembangunan lainnya serta melaksanakan
ugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program mempunyai

fungsi:

a. penyusunan dan persiapan rencana kegiatan penyusunan program
pembangunan daerah dan kegiatan pengendalian program
pembangunan ;

b. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan
program pembangunan daerah;

c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan program pembangunan daerah;

d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan
sinergitas program pembangunan daerah;

e. pelaksanaa sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan
program pembangunan daerah,;

f. penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkan akses pembangunan daerah,;

P
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g. pelaksnaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian
pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan
daerah; dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah ;

i. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar
pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah ;

j. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan
daerah ;

k. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan
program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;

. pengendalian sinergitas program pembangunan baik ole lembaga
pemerintah maupun swasta; dan

m. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pe
program pembangunan.

n. penyusunan rencana ser
program pembangunai

0. menyusun pede
monito

n n pelaksanaan

1 pelapora

o)

npak pelaksanaan

d ﬁ i program pembangunan daerah;

-fiyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil

A meritoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

neolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan
program pembangunan daerah; dan

s. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan
kebijakan program pembangunan daerah ;

t. pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan bahan penyusunan
petunjuk pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari
APBD, APBD Provinsi, APBN pihak ketiga, bantuan pembangunan
dan dana pembanguan lainnya;

u. penyusunan mekanisme dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
APBN, pihak ketiga, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya;

v. penyusunandan sosialisasi pedoman pelaksanaan APBD;

w. penyusunan dan sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH)

pemerintah;

penyusunan dan sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB);

y. pengumpulan dan pengolahan data untuk pengevaluasian
pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga, bantuan pembangunan dan
dana pembangunan lainnya;

z. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program
pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
APBN, pihak ketiga, bantuan pembangunan dan dana

e
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pembangunan lainnya serta menyiapkan sarana penyempurnaan;
dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 30

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pedoman
dan petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa pemerintah serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
mempunyai fungsi:

a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemtérintah
terutama para pengelola pengadaan barang/jasa—dan personil
UKPBJ;

pengelolaan manajemen pengetahua
pembinaan hubungan dengan para pg

pengelolaan dan pengu
fi o

€ D

pelaksanaan analisi

SR A0

standarisasi layanan
ITO i )
erigukuran kinerja pengadaan barang/jasa

[

adan bimbingan  teknis, pendampingan dan/atau

sultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di
lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa;

k. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e katalog, e-
monev, SIKAP; dan

l. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui
mediasi.

m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE mempunyai
tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pedoman dan petunjuk
teknis pengadaan barang/jasa pemerintah, melaksanakan dan
mengembangkan layanan pengadaan secara elektronik, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan LPSE mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
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c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

e. pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa;

f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah ;

i. pelakanaan pengelolaan seluruh system informasi pengdaan
barang/jasa termasuk akun pengadaan system pengadaan secara
elektronik dan infrastrukturnya;

j. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik;

j. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan veri asi
pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa;

k. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengenibangan system
informasi;

. pengembangan system informasi yaiig

m. pelayanan informasi pengaddar 4-Qi )

masyarakat luas;

n. pengelolaan infornmas naje harang [jas asil pengadaan
barang/jasa erintah;

. pemanta arn | ¢valu dlaksapaan pengadaan barang/jasa

UKPBJ;
tah kepada

8 a

i
it 1asi kentrak ;
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 32

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. serta tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang organisasi

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
umum,organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;




(1)

@

(1)
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e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1
Bagian Organisasi
Pasal 33

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan Kkebijakan daerah, pengoordinasian perumusa
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjjakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis Jabatan, pe publik dan
tata Iaksana, dan kmerja dan reformas a tugas lain

2da ayat (1),

daerah di bidang

bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Deérah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi,
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Pasal 34

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, evaluasi monitoring

mengkoordinasikan penataan kelembagaan serta analisis jabatan

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK);

b. penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi
jabatan organisasi Perangkat Daerah;



(1) Sub Bagian Pelayanan P
menyusun pedoma
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. penyusunan bahan kematangan organisasi;
. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat

Daerah dan unit pelaksana teknis daerah

. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ di Lingkup

Pemerintah Kabupaten Jember;
penyusunan Kkajian akademik terhadap wusulan penataan
organisasi Perangkat Daerah; dan

. penyusunan profil kelembagaan Perangkat Daerah.
. pelaksanaan program analisis jabatan, analisis beban kerja dan

evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah daerah;
penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesesuaian

antara analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan;
dan

. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pt aksanaan

tugas.

punyat tugas
ofs unJuk dan

gas-Sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
aPublik dan Tata Laksana mempunyai fungsi:
sutian edoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam
cerja,metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
sényiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar

Pelayanan Publik

. penghimpunan dan pelaksanaan fasilitasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat
Daerah;

. penyiapan bahan evaluasi penyusunan dan penerapan standar

operasional prosedur dan standar pelayanan publik
penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; dan

. pelaksaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik.

penyusunan pedoman perumusan Kkebijakan dan petunjuk
pelaksanaan di bidang pelayanan publik;

pengkoordinasian peningkatan pelayanan publik oleh perangkat
daerah;

pengembangan pelayanan publik perangkat daerah;

.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
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Pasal 36

(1) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
melaksanakan bahan pembinaan, pengembangan dan peningkatan
kinerja perangkat daerah dan Reformasi Birokrasi serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi ;

b. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan
pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

c. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan i
bidang pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan petaporan

kinerja perangkat daerah,;
d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan keordi di bidang

jd d yelaporan kinerja
erkdit kelompok

pengembangan kinerja, akuntabilitas ki
perangkat daerah; dan
e. menyusun road Map Refort
f. perumusan kebijaks
budaya kerja

Paragraf 2
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 37

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
pelaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi serta tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol,komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi; dan

d. pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam

maupun di luar daerah;
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e. pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yangdiberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 38

(1) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan
pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

b. menyusun notulensi rapat Kepala Daere akil Kepala
Daerah;

c. memfasilitasi peliputan

Daerah dan Wakil Ke
d. penghimpuna
pemeliharas ; ! tasi maa kegiatan Kepala

Pasal 39

(1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas menyusun acara dan
melakukan urusan protokol serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

b. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. penginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

e. pelaksanaan koordinasi tata protokoler yang berkaitan dengan
upacara dan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

f.pelaksanaan kegiatan tata protokoler yang berhubungan dengan
upacara, pelantikan, jamuan, seminar dan konvensi;

g. pelaksanaan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait agar
acara berjalan dengan baik;

h. penyelenggaraan tata protokoler dalam rangka penerimaan resmi
kunjungan tamu-tamu pemerintah, Presiden/Wakil Presiden,
Pejabat negara dan tamu negara VVIP lainnya ;
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i. penggalian bahan informasi dalam rangka kunjungan tamu dan
memberikan informasi tentang kunjungan tamu kepada pihak-
pihak terkait;

j. penyampaian karangan bunga/ucapan duka dan selamat.

k. penyiapan jadwal Kegiatan Bupati/Wakil Bupati serta persiapan
kehadiran Bupati dalam memimpin acara

l. penyiapan bahan dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam
rangka kegiatan perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dan
pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan Wakil Bupati;

m. pelaksanaan pelayanan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati
pada acara resmi maupu kenegaraan ; dan

n. penyusunan laporan pertaanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Pasal 40
(1) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
mengumpulkan, mengevaluasi dan analisa masi guna
melaksanakan tugas terkait komunikasi pi penyiapan

s lain yang
diberikan oleh Kepala Bagiay
(2) Untuk melaksanaka 4r;~

i Pimpinan .
asT |

ud pada ayat (1),
ngsi:

1jalin  hubungan dengan
andan fungsi juru bicara pimpinan

ang penyampaian informasi tertentu;
pemberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak
terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan
pimpinan;

d. penghimpunan dan pegolahan informasi yang yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

e. penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat dan materi
kebijakan; dan

f. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

g. penyiapan penghimpunan dan pendokumentasian naskah
pidato Kepala daeah; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
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Paragraf 3
Bagian Umum
Pasal 41

(1) Bagian Umum mempunyai tugas :
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan
dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta tugas lain
yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah

tangga,
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan _evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dai epegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. pelaksanaan urusan administrasi
Bupati, Sekretaris Daerah,ASig r St
pelaksanaan urusa 2 Blipa Wakil

- diberikan oleh Asisten
yang berkaitan dengan tugasnya

Pasal 42

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha
keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha pimpinann, staf ahli
dan urusan kepegawaian di ligkup sekretariat daerah,
menyiapkan kebutuhan administrasi peralatan dan perlengkapan
perkantoran, mengelola sebagian kekayaan daerah serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran serta
pemantauan dan evaluasi yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; dan

b. pengelolaan kearsipan.
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c. penyelenggaraan penyusunan, pengetikan, penggandaan dan
penataan proses pengiriman surat menyurat dinas
Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli
dan Bagian Umum,;

d. pengarahan dan penataan penyediaan dan pendistribusian
surat yang diturunkan dari pimpinan;

e. pelaksanaan administrasi tata usaha keuangan Bupati dan
Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten, Staf Ahli dan
termasuk gaji pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah;

f. pengelolaan administrasi keuangan dan barang;

h. penyediaan pakaian dinas Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

i. penyediaan kebutuhan hari-hari besar nasional;

j. penyediaan akomodasi tamu pemerintah daerah, perjalanan
dinas Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf
Ahli;

k. penyusunan laporan pertanggungjaw

tugas. K

Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;

b. melaksanakan penyediaan jamuan, makanan dan minuman
untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah
dan rapat-rapat Daerah.

c. penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga di
lingkup sekretariat daerah;

d. penyediaan kebutuhan logistik kantor dan rumah tangga;

e. pengurusan dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga Bupati
dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;

f. pengurusan dan pengelolaan kebutuhan kedinasan Bupati/Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

elaksanaan

(1) Sub Bagia
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Pasal 44

(1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan dan pemeliharaan angkutan umum kedinasan,
pemeliharaan inventaris peralatan dan perlengkapan perkantoran,
pemeliharaan gedung kantor/rumah serta kebersihan dinas serta
tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

a.

b.

penyediaan alat-alat listrik dan penerangan bangunan
kantor/rumah dinas lainnya di lingkup sekretariat daerah,;
pelaksanaan, pengaturan dan penggunaan kendaraan dinas
dan angkutan dinas di lingkup Sekretariat Daerah,;
pelaksanaan pengaturan kebersihan, keindahan dan ketértiban
di lingkup Pendopo Wahya Wibawa Graha, Gedung Kantor

Lingkup Sekretariat Daerah, rumah Dings-B akil Bupati
dan Rumah Dinas Sekretari a Daerah
Prajamukti Surabaya, Wisma Serba Guna

(BSG), serta bang
menjadi kewena

yang

aula dan tempat
perlengkapan untuk

rminyak dan pelumas kendaraan dinas/
pejabat struktural di lingkungan Sekretariat

asan kondisi dan pemeliharaan kendaraan dinas
Bupati/Wakil Bupati, dan Kendaraan dinas yang menjadi
kewenangan Bagian Umum,

pengurusan surat-surat kendaraan dinas atas kendaraan
dan/angkutan dinas yang menjadi kewenangannya,
pemeliharaan/perawatan inventaris peralatan dan perlengkapan
kantor dan rumah tangga/rumah dinas (komputer,
ac,microphone, wireless, soundsystem, genset, mebelair dan lain-
lain);

pemeliharaan/perawatan gedung kantor lingkup Sekretariat
Daerah, rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah, Pendopo Wahya Wibawa Graha, Wisma Daerah
Prajamukti Surabaya, Wisma Yogyakarta, Gedung Serba Guna
(BSG), serta bangunan dan gedung kantor lainnya yang
menjadi kewenangan Bagian Umum,;

pemeliharaan taman di lingkungan kantor lingkup Sekretariat
Daerah, rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah, Pendopo Wahya Wibawa Graha, Wisma Daerah
Prajamukti Surabaya, Wisma Yogyakarta, Gedung Serba Guna
(BSG) serta bangunan dan gedung kantor lainnya yang menjadi
kewenangan Bagian Umum,;
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k. pengamanan barang milik/dan kuasai oleh Sekretariat Daerah
secara fisik, administratif dan tindakan hukum ;

1. pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang
yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-
undangan; dan

m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 45

(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada-ayat

(1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan-fungsional

yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional rsenior selaku
ketua kelompok yang masing-masing
bertanggung jawab kepada Sekretari
Bagian yang membidangi.
Jumlah jabatan fungsio

kebutahan.
elompok dan sub

sional dilaksanakan sesuai

BAB IV
ESELON JABATAN
Pasal 46

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Ila atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselonll
b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa atau
Jabatan Administrator.

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselonlVa atau
JabatanPengawas.
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Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal § [Maret 2021
BUPATI JEMBER,

ttd
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